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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Koherensi Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Syariah 

yang dilatarbelakangi oleh perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

dalam menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah, termasuk pembiayaan 

multi jasa. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, setiap akad yang 

dilakukan harus sesuai dengan kaidah fiqh muamalah serta fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, dalam praktiknya masih 

ditemukan problematika terkait kesesuaian akad dengan prinsip syariah serta 

kedudukan akta notaris apabila tidak selaras dengan fatwa DSN. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apakah akad pembiayaan multi 

jasa pada LKS koheren dengan prinsip ekonomi syariah, dan (2) apa kedudukan 

akta notaris yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Tujuan penelitian ini adalah 

(1) untuk menganalisis kesesuaian akad pembiayaan multi jasa pada LKS dengan 

prinsip ekonomi syariah, serta (2) untuk menganalisis kedudukan akta notaris yang 

bertentangan dengan fatwa DSN dalam perspektif hukum positif maupun hukum 

syariah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap 

peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta doktrin hukum terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan multi jasa pada dasarnya 

dapat dikategorikan koheren dengan prinsip syariah sepanjang memenuhi rukun 

dan syarat akad serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Adapun akta 

notaris yang tidak sesuai dengan fatwa DSN secara hukum positif tetap 
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berkedudukan sebagai akta otentik sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, namun dari perspektif syariah berpotensi kehilangan 

legitimasi substansial karena tidak sejalan dengan prinsip syariah yang menjadi 

dasar operasional LKS. 

Kata kunci: pembiayaan multi jasa, prinsip syariah, akta notaris, fatwa DSN. 
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ABSTRACTS 

 

This research, entitled The Coherence of Multi-Service Financing with Sharia 

Principles, is motivated by the development of Islamic Financial Institutions (LKS) 

in providing sharia-based financing products, including multi-service financing. As 

institutions based on sharia principles, every contract (akad) must comply with the 

rules of fiqh muamalah as well as the fatwas of the National Sharia Council (DSN) 

of the Indonesian Ulema Council (MUI). However, in practice, problems still arise 

regarding the conformity of contracts with sharia principles and the legal position 

of notarial deeds that are not in line with DSN fatwas. 

The research problems in this study include: (1) whether multi-service financing 

contracts in LKS are coherent with sharia economic principles, and (2) what is the 

legal standing of notarial deeds that do not comply with DSN fatwas. The objectives 

of this study are: (1) to analyze the conformity of multi-service financing contracts 

in LKS with sharia economic principles, and (2) to analyze the legal standing of 

Notary deeds that are inconsistent with DSN fatwas, both from the perspective of 

positive law and sharia law. 

This study employs a normative juridical approach with descriptive qualitative 

analysis. Data were obtained through library research on laws and regulations, 

DSN-MUI fatwas, and relevant legal doctrines. 

The findings indicate that multi-service financing contracts can generally be 

considered coherent with sharia principles as long as they fulfill the pillars and 

conditions of contracts and are free from elements of riba, gharar, and maysir. 

Meanwhile, notarial deeds that do not comply with DSN fatwas, from the 
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perspective of positive law, remain valid as authentic deeds insofar as they meet the 

requirements under the Notary Law. However, from a sharia perspective, such deeds 

may lose their substantive legitimacy because they are not aligned with sharia 

principles that form the basis of LKS operations. 

 

Keywords: multi-service financing, sharia principles, Notary deed, DSN fatwa.
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